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Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang salah satu kewenangan
Pengadilan Agama mengadili sengketa perbankan syariah. Dalam
penyelesaian sengketa Pengadilan Agama menggunakan hukum
formil dan hukum materiil. Hukum formil berupa tata cara
penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung
dan hukum acara dalam KUHPerdata. Sedangkan hukum materiil
berupa KHES, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia, dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan lainnya.
Tujuan penelitian ini yaitu menemukan pola penyelesaian sengketa
perbankan syariah di Pengadilan Agama dan menemukan faktor
penyebab terjadinya sengketa ekonomi perbankan serta menemukan
dampak vonis terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Penelitian menggunakan ini tiga teori yaitu: 1. Grand theory yaitu:
teori maslahat dalam konstruksi pengundangan perbankan syariah
untuk memperoleh kemudahan, keuntungan dan kesejahteraan
bersama, 2. Middle theory yaitu: teori kewenangan bagi Pengadilan
Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan
dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No.
50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama serta UU No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, 3. Applied theory yaitu: harmonisasi hukum
dan teori penyelesaian sengketa.
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Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yaitu
menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengadili sengketa
perbankan syariah pada Pengadilan Agama. Adapun sumber data
berupa hukum primer, sekunder dan tersier.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan
syariah di Pengadilan Agama ditemukan fakta antara lain, Pertama,
Hakim mengadili sengketa perbankan syariah menggunakan: 1.
Hukum formil baik berupa Peraturan Mahkamah Agung dan
KUHPerdata, 2. Hukum materiil berupa KHES, Fatwa DSN-MUI dan
Peraturan Bank Indonesia serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Kedua, Penelitian menemukan terdapat faktor penyebab terjadinya
sengketa yaitu: 1. Faktor Norma dalam akad yakni lokus
permasalahan aturan mengenai pemahaman yang kaku terhadap akad
yang menimbulkan wanprestasi, keadaan memaksa dan perbuatan
melawan hukum, 2. Faktor pemenuhan hak dan kewajiban dalam
suatu akad perjanjian para pihak, 3. Faktor sosial budaya konsumtif
atas pembiayaan dari pihak lembaga keuangan kepada pihak nasabah.
Ketiga, Penelitian menemukan dampak vonis pengadilan terhadap
perkembangan ekonomi syariah bagi para pihak untuk memperoleh
terwujudnya keadilan bersama dan perkembangan lembaga keuangan
serta perwujudan kesejahteraan rakyat,

Penelitian ini merekomendasikan tiga rekomendasi yaitu; 1.
Merekomendasikan  kepada Mahkamah Agung RI, untuk
menyempurnakan hukum formil untuk dipedomani hakim dalam
beracara di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah dalam
penyelesaian sengketa perbankan syariah, 2. Merekomendasikan
kepada pihak nasabah dan perbankan syariah untuk mencermati dan
memahami klausul pada akad perjanjian, kemudian disahkan oleh
para pihak untuk menghindari kekeliruan yang mengakibatkan
kerugian bagi salah satu pihak, 3. Merekomendasikan agar vonis
pengadilan dapat mendorong terwujudnya perkembangan ekonomi
syariah yang berdampak kepada lembaga keuangan syariah, nasabah
dan masyarakat secara umum.
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Law No. 3 of 2006 Article 49 concerning Amendment to Law No. 7
of 1989 concerning Religious Court states that one of the Religious
Court authorities is to adjudicate sharia banking disputes. In resolving
the disputes, the Religious Court uses formal law and material law.
Formal law includes procedures for dispute resolution regulated by
Supreme Court Rules and procedural law within the Civil Code. On
the other hand, material law consists of Compilation of Sharia
Economic Laws, Fatwa of National Sharia Board of Indonesian Ulema
Council (DSN MUI), Bank of Indonesia Regulation, Regulation of
Financial Authority, and other rules and regulations.

In this study, the aims were to investigate the pattern of dispute
resolution of sharia banking in the Religious Court, to investigate the
factors triggering banking disputes, and to investigate the impact of
verdicts on the sharia economic development.
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The study used three theories: a) Grand theory, the theory of
benefits in the construction of sharia banking legislation in order to
gain convenience, profit, and mutual prosperity; b) Middle theory,
the theory of authority of the Religious Court in sharia banking
dispute resolution based on Law No. 21 of 2008 concerning Sharia
Banking, Law No. 50 of 2009 concerning Second Amendment to
Law No. 7 of 1989 concerning Religious Court and Law No. 48 of
2009 concerning Judicial Power; and c) Applied theory, the legal
harmony and dispute resolution theory.

This study employed normative legal research which analyzed the
judges’ court decisions in adjudicating sharia banking disputes in the
Religious Court. The study obtained data from primary, secondary,
and tertiary laws.

The results of this study showed that: first, in adjudicating the
disputes, the judges applied the formal law including Supreme

Court Rules and the Civil Code, and the material law in the form

of Compilation of Sharia Economic Laws, Fatwa of DSN-MUI,
Bank Indonesia Regulation, and Regulation of Financial Authority.
Second, the study found that the factors causing the disputes
included: a) the norms in the contract, which referred to the locus of
regulatory issues regarding rigid understanding of the contract which
leads to breach of contract, force majeure, and acts against the law;
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b) the fulfilling rights and obligations in a contract between the
parties; and c¢) consumptive socio-cultural issues in financing from
the financial institutions of the customers.

Third, the study also revealed the impacts of the court verdicts on
the sharia economic development for the involved parties, including
obtaining shared justice, developing financial institutions, and
realizing people welfare.

This study also provided three recommendations: first, it is
suggested that the Supreme Court of the Republic of Indonesia
perfect the formal law so that it can be a guideline for the judges of
the Religious Court/Sharia Court in adjudicating sharia banking
disputes; second, it is recommended that the sharia banks and the
customers carefully observe the contract clauses before the contract
is ratified by the parties to avoid mistakes that result in losses to
either party; and third, it is expected that the verdicts promote the
realization of sharia economic development that can influence sharia
financial institutions, customers, and society in general.
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